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ANALISIS PELAKSANAAN PENEMPATAN JABATAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

OLEH:
SYILVA YANTI

Provinsi riau merupakan provinsi yang sangat strategis karena terletak
dalam kawasan perdaganagan initernasional. Oleh sebab itu pekerjaan yang
berkaitan dengan perhubungan menjadi penting bagaimana dan harus diisi oleh
pejabat yang memiliki kompetensi.' Kompetensi yang dimaksud dijelaskan dalam
Undang-undang Nomor. 5 ‘Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69
ayat (3) sebagaimana dijelaskan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b.
kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c¢. kempetensi sosial
kultural yang diukur dari pengalaman kerja. Banyak pejabat yang ditempatkan di
Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Sehingga tingkat pemahaman akan tugas terindikasi masth kurang. adapun
penelitian ini-menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi Kantor Dinas
Perhubungan Provinsi Riau. Adapun informen dalam pejabat pada Dinas
Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan Key Informen adalah Kepala Badan
Kepegawaian Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian,dari indikator kompetensi teknis
diketahui bahwa pelatihan teknis didapat-setelah menjabat di Dinas Perhubungan
dan itu tergantung dengan Program Dinas dan belum memiliki pengalaman teknis
berkaitan dengan permasalahan perhubunangan. Indikator Kompetensi Manajerial
dilihat dari subindikator tingkat pendidikan sudah sesuwai, dilihat dari pelatihan
strultural fungsional tidak ada pelatihan khusus berkaitan dengan pelatithan
struktural, dan dilihat .dari ‘sub indikator pengalaman kepemiminan hanya
memiliki pengalaman kepemimpinan dari instansi sebelum ditempatkan di Dinas
Perhubungan. Indikator Sosial Kultural dan pemahaman pekerjaan didapat setelah
bekerja dilingkungan Dinas perhubungan. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu
Keterbatasan sumber daya manusia terutama spesialisasi pendidikan dibidang
perhubungan. Kemudian rendahnya tingkat pemahaman terhadap pekerjaan.
Adapun kesimpulkan tentang formulasi kebijakan penempatan jabatan di Dinas
Perhubungan Provinsi Riau tidak sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.

Kata Kunci : Analisis, Pelaksanaan, Penempatan Jabatan
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF POSITION PLACEMENT IN RIAU
PROVINCE RELATIONSHIP

by
SYILVA YANTIL

Riau Province is a very strategic province because it is located in the international
trade area. Therefore work related to transportation is important how and must be
filled by officials who havencompetence. /The .competencies referred to are
explained in Law Numbgr'5 of 2014 concerning State Civil Apparatus Article 69
paragraph' (3) as explained in the Competencies referred to in paragraph (1)
covering: a. technical competencies measured by the level and specialization of
education, functional technical training, and experience working technically; b.
managerial competencies measured from the level of education, structural or
management training, and leadership experience; and c.. cultural social
competence measured from work experience. Many officials stationed at the Riau
Province Transportation Agency are not in accordance with their competencies.
So that the level of understanding of the task indicated is still lacking. As for this
study using @ qualitative approach to the location of the Office of the
Transportation Office of RiauProvince. As forinformants in officials at the Riau
Province Tramsportation Agency. While Key Informen is the Head of the Riau
Province Civil Service Agency. Data collection techniques through observation,
interviews, and documentation. The research, results from the technical
competency indicators show that technical training is obtained after serving in the
Transportation Agency and that it depends on the Service Program and does not
yet have technical experience related to the problems.of transportation. The
Managerial Competency Indicator seen from the education level sub-indicator is
appropriate, judging from the functional structural training there is no specific
training related to structural training, and it can be seen from the sub-indicators of
leadership experience that the agency has leadership experience before being
placed in the Transportation Ageney. Cultural Social Indicators and understanding
of work obtained after working in"the transportation office. The inhibiting factors
are limited human resources, especially the specialization of education in the field
of transportation. Then the low level of understanding of work. The conclusions
about the formulation of the position placement policy at the Riau Province
Transportation Agency are not in accordance with the competencies established
under Law Number 5 Year 2014 concerning the State Civil Apparatus.

Keywords: Analysis, Implementation, Position Position.
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BAB 1

PENDAHULUAN

menyelenggarak:
pemerintah

otonomi.

dibantu oleh perangkat daerah. tujuanny tentu urusan yang dijalankan oleh daerah

dibertentangan atau sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan
yang dilaksanakan oleh daerah dalam upaya mengurus kepentingan dan aspirasai
masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pemberian
otonomi yang luas itu harus memperhatikan kearifan lokal dan memperhatikan

kepentingan Nasional.
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Dasar penyelenggaraan otonomi daerah tertuang dalam pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia

atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan

tersebut adalah
terbentuknya daerah otonom. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, pemerintah Propinsi dan
Kabupaten/kota mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan perubahan-

perubahan di bidang pemerintahan. Undang-Undang ini juga memberi kesempatan

(zelfregering), se i i juga diai . ang-Undang sendiri

(zelfwetgev

teknis aks pe ; antungan  kepada

oleh pemerintahan daaerah. Semakin banyak fungsi yang didesentralisasikan
maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya. Kedua, jenis pendelegasian
fungsi. Ada dua jenis dalam hal ini, yakni open end arrangement atau general

competence dan ultra vires doctrine. Jika suatu pemerintah daerah memiliki

fungsi atas tipe pendelegasian general competence maka dapat dianggap derajat

' Awang, Azam. 2012. Pengembangan Organisasi Kajian Pemekaran Kecamatan, CV Indra
Prahasta. Bandung. Hal.6 — 7.
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desentralisasi lebih besar. Ketiga, jenis control represif derajat desentralisasinya

lebih besar ketimbang control yang bersifat preventif. Keempat, berkaitan dengan

keuangan daerah yang menyangkut sejauhmana adanya desentralisasi

dibandingkan

penerimaan @ e ebt : : berarti  derajat

desentralisasin

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daecrah otonom dapat menjalan
urusan pemerintahan yang telah dibagi anatara urusan pemerintah pusat dan
daerah. dengan otonomi yang luas tersebut diharapkan daerah dapat mempercepat
pembangunan didaerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

memajukan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi
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masyarakat didaerah. Oleh sebab itu daerah diberikan kewenangan mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh perangkat daerah

Adactah.; ko g{

kompetnsi sumb a1 lidaera - sipil negara yang

dibina agar

a. Politi luar Negeri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan fiskal Nasional; dan
f. agama

Sedangkan urusan pemerintahan kongkuren sebagaimana yang diatur

dalam pasal 9 ayat (3) uundang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang
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Pememerintahan daerah urusan pemerintahan kongkuren adalah urusan
pemerintahan yang dibagi anatar pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota. Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan:

la ayat (1)

gan pelayan

dibagi antara pe ntah pusat in daerah ad | srintahan konkuren

yang terdir

Pendidikan;
Kesehatan;
Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,;

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
Sosial.

oo oW

Pembagian urusan pemrintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan

dasar diatur dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
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Tentang Pemerintah Daerah: urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar sebagaiimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

a.
b.
C.
d.

Tenaga kerja;

e N - Rl

Pariwisata;
Pertanian;
Kehutanan;
Energi dan sumber daya mineral;
Perdagangan;

Perindustrian; dan

Transmigrasi.

5Rhoe a0 o

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa urusan perhubungan
merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar. Urusan ini merupakan urusan pemerintahan yang dibagi anatar pemerintah

pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan
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pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut adalah urusan

perhubungan. Provinsi riau merupakan provinsi yang sangat strategis karena

terletak dalam kawasan perdaganagan initernasional hal ini didukung dengan

pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh
jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen,
pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola
pemerintahan yang baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa oenembatan
jabatan paja instansi pemerintah baik pusat dan daeraah diseuaikan dengan

kompetensi yang dimiliki oleh calon penerima jabatan. Pejabat Fungsional adalah
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Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Inistansi  Pemerintah  pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga

nonstructural sed i daerah provinsi dan

TS 'g,‘

sekretariat

spesialisasi ralaman bekerja

secara tekni gkat pendidikan,

pegawai pada jabatan tertententu harus sesuai dengan kompetensi teknis,
kompetensi manajerial dan kompeten sosial kultural.

Namun di Dinas Perhubungan Provinsi Riau masih banyak pegawai yang
ditempatkan diajabatan struktural tidak sesuai dengan standar kompetensi
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara. Sehingga banyak pegawai yang ditempatkan dijabatan
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pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak mengerti persoalaan perhubungan
apalagi persoalan teknis terutama perhubungan laut dan berdampak pada kinerja
pegawai. Selain itu lemahnya koordinasi yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dengan baik. Hal ini.dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel L.1 Daftar Nama Jabatan Dan Pemangku Jabatan Dinas Perhubungan

Provinsi Riau Tahun 2018
No | Nama Jabatan Unit Organisasi Nama
1. | Kepala Dinas Dinas Perthubungaf, , | Ir. H.M. Taufik
Oesman Hamid, MT
2. | Sekretaris Dinas Sekretariat R. Saspi Kurniawan,
S.Sos., M.Si
3. | Kasubag Keungan, | Sekretariat Tugino SE
perlengkapan dan PMD
4. | Kasubag Kepegawaian dan | Sekretariat Syilvayanti, SH
Umum,
5. | Kasubag Perencanaan dan | Sekretariat Frina Susira ST
Program
6. | Kabid. Perhubungan Darat | Bid. Perhubungan | H. Asrizal, SH., MH
darat
7. | Kabid. Perhubungan Laut | Bid. Perhubngan | Yulmendri, ST., MT
Laut
8. | Kabid. Bina Sistem | Bid: Sistem | Gunawan Agus
Transportasi transportasi Riyanto, ST., MT
9. | Kabid. Pendataan | Bid. Pelaporan dan | Alexander SH
Pelaporan dan Evaluasi Evaluasi
10. | Kasi Sarana dan | Bidang  hubungan | Onki Hertawan, SE
Keselamatan darat
11. | Kasi Sarana dan Angkutan | Bidang “hubungan | Roi Candra, S.Sit
darat
12. | Kasi Pengawasan dan | Bidang  hubungan | Suardi SE
Pengendalian Operasional | darat
13. | Kasi Kepelabuhan Bidang Perhubungan | Rudi Handry, HS.,
laut S.iT, MT
14. | Kasi Lalu Lintas Angkutan | Bidang Perhubungan | Doni Firmansyah, ST
Laut laut
15. | Kasi Keselamatan | Bidang Perhubungan | Indesnawati, SH.,
Pelayaran laut M.Si
16. | Kasi Penataan  Sistem | Bidang Bina Sistem | Hari Suhadi, S.SIL,
Transportasi Transportasi MT
17. | Kasi Pengkajian Sistem | Bidang Bina Sistem | Lusia Febriani, SE
Transportasi Transportasi
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1 2 3 4
18. | Kasi  Regulasi  Sistem | Bidang Bina Sistem | Aristika Juliastuti,
Transportasi Transportasi ST., MT
19. | Kasi Pendataan Bid. Pendataan dan | Drs. Mod. Ali Imran,
Evaluasi Amd.LLAJ

Kasi Pelaporan

kepala bida

Dinas Perh

yang memiliki latar

Ir. Linda Purwanti

ilmu perhubungan, sehingga dari

pengamatan peneliti banyak pegawai yang mengeluh dengan beban

kerja yang dimiliki.

2. Banyak pegawai bahkan pejabat dilinglkungan dinas Perhubungan

tidak memahami tugas dan fungsinya sehngga pekerjaan yang menjadi

beban kerja jabatan terindikasi tidak berjalan dengan baik.
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3. Terindikasi kurangnya pemahaman pegawai dengan tugas-tugas yang

berkaitan dengan perhubungan.

1.3 Rumusan Masalah

ng bagaimana
pungan Provinsi
Riau. Agar memuda e : asalah dalam penelitian.

fokus terhadap

Provinsi Riau.
2. untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan

Analisis Jabatan di dinas Perhubunugan Provinsi Riau
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1.5.2.Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk

kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam

pegawai.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB 11
KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

pelidungan kel 1 dan ke : 4 Ara Memahami
pemerintahs onteks awal kejadia hwa hubungan

yang ada antara struktur pemerintah dengar I angan yang saling

sekelompok individu yang me

elaksanakan wewenang yang sah
dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan

keputusa.* Menurut Bayu, pemerintah menunjuk kepada individu- individu atau

’Ndraha Taliziduhu, Kybernologi Sebuah Rekonstruksi IImu Pemerintahan, Riencka Cipta:
Jakarta, 2005, hal. 36

* Ibid him 27

* Surya Ningrat Bayu, Mengenal Ilmu Pemerintanan, Rineka Cipta, Jakarta,1992, hal 2

14
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jabatan atau perlengkapan negara. Sedangkan pemerintah adalah perbuatan atau
cara-cara atau urusan memerintah.’

Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun

dalam hal ini di AINaa i sakan proses adaptasi

\\
\\“ | .ﬁg g’ |
;' ang, yaitu

mpit adalah

menyusun,

masyaraka

yang telah

sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan pendapat Kaho yang menyatakan
bahwa untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan

otonomi daerah, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu

pertama, faktor manusia pelaksana, kedua, faktor keuangan, ketiga, faktor

® Ibid him 4

® Nugroho Riant, Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Alex Media
Komputindo: Jakarta, 2008, hal. 36

” Surya Dharma, Managemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya, Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 2002, hal. 33
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peralatan dan keempat, faktor organisasi dan manajemen. Keempat faktor inilah

yang sangat menentukan prospek otonomi daerah di masa yang akan datang.®

Sejalan dengan itu, untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau kegiatan

menyataka
mengetahui : ata kemamp laerah dz C ah tangganya

sendiri. Kemampuan daerah dimaks alam arti sa eberapa jauh daerah

kemampuan  self-supporting dalam  bidang keuangan.' Ungkapan ini
menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Melalui otonomi

daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh

® Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia, Rajawali Press: Jakarta, 1997, hal. 246-
256

® Ibid 61

" Ibid 124-125
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kegiatannya dan diharapkan pemerintah pusat tidak terlalu aktif. Pemerintah
daerah  diharapkan mampu  mengidentifikasi  potensi  sumber-sumber

pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah

seperti ke

Pemerinta

S RARAERARAES

S

masyarakat dan pengaturan (regulation) yang lazim dikenal sebagai fungsi
regulasi dengan segala bentuknya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang
tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta

mengemukankan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah

" Dalam Hamdi, Bunga Rampai Pemerintahan, Jakarta, Yarsif Watampone, 2002 hal 8-11 dalam
Muhadam Labolo, Memahami I[Imu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan
pengembangannya,Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006. Hal 22
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pemerintahnya.'? Artinya fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu
akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat

menjalankan fungus-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah

Negara a : bag fungsi sebagai alat untuk
mencapai adalah dalam
rangka mel li disebut juga
sebagai rep unya lembaga
pada tingk ketertiban dan
enyediaan s . : asyarakat bagi

kepentingan 5051 1. : : i1 alah untuk menjaga

mengembangkan kemampuan dan Kreativitasnya demi mencapai kemajuan

bersama.'*

' Riyas Rasyid, Pemerintah yang Amanah. Binarena Prawira, Jakarta 1998, hal 38

Y Taliziduhu Ndraha, Prospek Pemrintahan Desa pada Millenium Ketiga. Jurnal Ilmu
Pemerintahan, edisi 6, Jakarta 1997, hal 1

Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan
pengembangannya,Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006. Hal 25

14
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Menurut Ndraha dalam mengemban tugas Negara pemerintah memiliki
dua fungsi dasar yaitu fungsi pelayanan atau fungsi sekunder dan fungsi

pemberdayaan atau fungsi primer.”” Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah

mampu pe ‘ carena masih I D¢ suk penyediaan
dan pembang aranz  prasarz A, cbaliknya fungsi sekunder
berhubung egati lengan tingkat keberdayaz erintah artinya

semakin be

banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintahan seperti Rosenblomm atau Michael
Goldsmith yang lebih menegaskan pada fungsi negara. Sementara itu, dari aspek
manajemen, pemerintah terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi

petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi

' Taliziduhu Ndraha (2000) hal 78-79 dalam Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan,
Suatu Kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya,Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006. Hal
25-26
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dalam hubungan pemerintahan. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi

empat bagian, yaitu :

1 pemerintahan
yang dijal a saat te %) alitas pemerintahan
itu sendiri. Jik erin lapa - menjal nkar f a dengan baik,
tugas poko ¢ ! &+ adalah Wk: 2layanan dapat

membuahkar ; : andirian, serta

ana diungkapkan oleh Rasyid bahwa
terdapat tiga fungsi hakiki pemerintahan yakni fungsi pembangunan,
pemberdayaan dan fungsi pelayanan'®. Fungsi pembangunan juga merupakan

bagian integral dari pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan itu sendiri

1 Ryass Rasyid dalam Hamdi, Bunga Rampai Pemerintahan, Jakarta: Yarsif Watampone, 2002, hal
:8-11

v Ryass Rasyid, Pemerintahan yang Amanah, Binarena Pariwara, Jakarta. 1998. Hal: 38

8 Ryass Rasyid, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, 1996 dalam
Taliziduhu Ndraha, Kybernologi sebuah Rekonstruksi lImu Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta,
2005. Hal 58.
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dilakukan secara istimewa, supaya jasa publik yang dialami, dirasakan atau

dinikmati oleh konsumer, terjangkau semurah mungkin dan semudah mungkin

pada saat yang diperlukan. Fungsi pemberdayaan dari pemerintah adalah apa saja

pelayanan

terhadap

v

J

&
v
o

blik dilihat dari

bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat
untuk:"

1. Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan,
persamaan dan keterbukaan.

2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya: masalah
kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan public yang
buruk.

' Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. Implementasi Kebijakan Publik
Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.
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3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi
masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan
peningkatan ekspor.

4. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya

pembuatan Undang-Undang perlindungan konsumen, ijin trajek, ijin
gangguan.
Untuk memahami defenisi kebijakan publik, ada baiknya jika membahas

bebarapakonsep kunci yang termuat dalam kebijakam publik*

I.

Tindakan pemerintah yang!beérwenang: ;Artinya dalam kebijakan publik
adalah tindakam yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah
yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukan
kebijakan.

2. Reaksi terhadap kebutuhan kehidupan. Bahwa kebijakan publik berupaya

merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dalam
kehidupan sehari-hari

3. Sebuah tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukanlah

sebuah sebuah keputusan tunggal, melainkan dari beberapa pilihan tindakan
atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan
orang banyak.

4. Keputusan untuk melakuka atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik

merupakan tindakan kongkrit untuk memecahkan masalah sosial, namun
kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa
masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah
ada dan karenanya tidak ‘memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang actor.

dan
peri

mel

Kebijakan publik berisikan sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap
langkah-langkah ‘atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan
sebuuah maksud atau janji yang dirumuskan.

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau
Pewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh
laku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang

aksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan

sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuam

tertentu dan menurut Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu

*® Young dalam Quinn, 2002 hal 5-6 dalam edisi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Pnduan
Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung, 2005, hal 44
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ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang

. . L. 2
dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

1

Selain 3 teori di atas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan

teori yang mengikutinya,antaralain yaitu:

a)

b)

2
h)

Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan
dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan
politik.

Teori Kelompok'yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan
kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat
tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai
kelompok elit yang memerintah

Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok
elit yang memerintah.

Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara
efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan
masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada
sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang
lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.

Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional
dalam situasi-situasiyang saling bersaing,

Teori kebijakan yang-lain| adalah’ Teotfi Campuran yang merupakan
gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam website”
adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam

realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai

apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik

dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah

publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak

mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

*! http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html Diabdate tanggal 5 Januari

2014.
2 ibid
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Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu

publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan

(policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).

QQ‘

manusia) dan mendap

menjangkau dampak yang amat luas ;
mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi

mudah dirasakan kehadirannya)

2bid.
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Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan

masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali,

sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi : Legislator negara dan

Perumusan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
pembentukan kebijakan publik. Menurut Charles Lindblom®!, bahwa untuk
memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan terlebih dahulu harus

dipahami sifat-sifat semua pemeran serta (partisipants), bagian atau peran apa

24 Charles Lindblom (1984) Proses Penetapan Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Penerjemah: Ardian
Syamsudin. Jakrta Airlanga. HIm 3
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yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan

bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

warga neg Mendukung.

Dukungan baik dan niat

Al

3
=
2
o
=
=
a
2
c
g
5
7

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap

kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun
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banyak sekali hal-hal yang tersirak (kontekstual) yang tidak diketahui oleh public
dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk

tranformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap menia yang ada

yolitik tertentu. Selain

kebijakan

kepentinga
kontraprodu ad i c ‘ elah kita ketahui,

salah sau S i : ) at ij kebijakan ada

masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah

maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh
pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. Demikian tulisan
tentang studi kebijakan part 1 ini saya sampaikan, dan akan saya lanjutkan dalam

tulisan selanjutnya tentang hakikat kebijakan, gaya kebijakan, proses kebijakan,
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actor yang berperan dalam penetapan kebijakan, serta proses dan implementasi

kebijakan.

Pasca perang dunia kedua, ilmuwan sosial (khususnya politik) mencoba

mencoba untuk mendefinisikan arti kebijakan publik. Salah satu tokoh awal yang
mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik adalah Thomas Dye. Thomas
Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.’® Definisi

> Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2010, hal.1.
?® Dalam Michael Howlett dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy
Subsystem, Oxford University Press, Toronto, 1995, hal. 4
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tersebut memang dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan
publik.

Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas Dye tersebut.

nya bisa dibuat oleh

QQ ) kebijakan publik sebagai sebuah
pilihan yang diambil oleh p ‘ rintal lisalnya saja ketika pemerintah ingin
membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan
berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan lain
sebagainya. Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai
kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun

kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar.

7 Ibid. hal. 5.
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Hal terpenting selain definisi yang sudah disebutkan diatas adalah

mengenai proses pembuatan kebijakan publik. Laswell menjelaskan beberapa

tahapan atau proses dalam pembuatan sebuah kebijakan publik. Adapun urutannya

dipilah-pilah menjadi beberapa tahapan. Selain itu, proses pembuatan kebijakan
juga tidak hanya dilakukan pemerintah (meskipun secara legal formal), tetapi juga
aktor-aktor lain yang berada di luar pemerintah. Meskipun proses tersebut terlihat
ideal, pada praktiknya hasil dari proses tersebut bisa dibatalkan atau tidak sama

persis dengan sesuatu yang telah disepakati atau diputuskan. Dari hal tersebut,

21bid. hal.10.
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diperlukan model yang lebih jelas mengenai kejelasan dari aktor-aktor yang

terlibat dan institusi yang ikut dalam proses pembuatan kebijakan, serta faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

tuk menyusun
apa tokoh atau
yang dianggap

cukup simple atau te 5 sel ' ch beberapa tokoh

dalam proses tersebut cukup kompleks. Keempat, penulis juga memberikan
beberapa masukan atau pembaharuan mengenai konsep-konsep yang sudah
dikemukakan oleh beberapa tokoh politik. Mereka melihat bahwa sebenarnya
kebijakan publik juga harus melihat konteks sosial dan sebenarnya ada nilai-nilai

yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
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Di sisi lain, ada beberapa hal yang terlewatkan atau kurang dari tulisan
tersebut. Pertama, tulisan tersebut kurang menjelaskan secara lebih rinci kerangka

kerja kebijakan publik yang ditentukan oleh beberapa variabel. Beberapa variabel

1 sudah cukup
komprehensif] te . m ha ] ) krit. Apabila ada

contoh konkr ka mya o N h da emahami dan

pengamat sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap beberapa ilmuwan
politik sebelumnya yang menjelaskan mengenai kebijakan publik. Mereka
berusaha untuk mengembangkan definisi dan proses pembuatan kebijakan publik

supaya lebih komprehensif. Dengan demikian, proses pembuatan kebijakan yang

ditawarkan mereka (dari agenda setting sampai evaluation) masih menjadi

*% Subarsono, Op.Cit. hal.7.
* Ibid. hal.15.
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rujukan beberapa ilmuwan politik lain sampai saat ini. Pembuatan kebijakan

merupakan hal yang kompleks, karena melibatkan variable yang harus dikaji.

Oleh sebab itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan

dan beberapa

EL &

an serta dalam

2
o
2]
¢
»n

=
a
5

maupun actor-

ANy

aktor yang benarnya yang

merumuska Sémua pemeran

Azeaey

ang atau bentuk

"%

pimpinan organisasi, para a
dunia usaha.*?

Dalam suatu keputusan kebijakan merupakan tindakan resmi untuk
menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternative atas kebijakan yang dipilih

dalam bentuk yang positif. Keputusan kebijakan yang dibuat pada dasarnya

*' Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori & Proses, Media Pressindo, Yogyakarta 2007 hal 32-33

** Charles Lindblom (1984), Proses Penetapan Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Penerjemah,
Ardian Syamsudin, Jakarta, Airlangga, hal 3 dalam buku Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori
dan Proses, Yogyakarta, Media Pressido, 2007 hal 90-91
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merupakan puncak atas berbagai keputusan yang buat selama proses kebijakan itu
berlangsung. Keputusan kebijakan yang telah diformulasikan oleh para pembuat

kebijakan biasanya diterima secara sah dan oleh karena itu dapat mengikat pada

perlu meng

hakekatnya

ada dalam

apakan masalah tersebut memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan
membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Masalah yang masuk
pada agenda kebijakan mendapat perhatian para pengambil keputusan.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan

* Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik, Teori & Proses. Yogyakarta, Media Pressindo. Hal 120-
123.
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Masalah-masalah publik yang telah didefenisikan dengan baik dan para
perumus kebijakan memasukkan masalah dalam agenda kebijakan, selanjutnya

adalah membuat pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan

dapat diambil untuk

memberikan

mempunyai

merupakan

2.1.3 Teori

pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima

layanan.

Rose dalam (Agustino, 2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai
sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling
berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai

keputusan yang berlainan. Definisi lain mengenai kebijakan publik lainnya pun
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ditawarkan oleh Friedrich dalam (Agustino, 2014:7) yang mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

publik adalah semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi

permasalahan masyarakat.

Kebijakan publik adalah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh

pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi

3 Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

35 Sulistio, Eko Budi, 2013. Kebijakan Publik (Public Policy), Buku Ajar Kebijakan Publik. Bandar
Lampung. FISIP Universitas Lampung
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dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya menurut Wahab dalam (Sulistio,
2013:3). Sedangkan menurut Sulistio (2013:3) kebijakan publik adalah

serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi

a dengan aktor-aktor

Q%“‘ .ga blik demi

W

suksesan suatu

ECTILY

ia dalam suatu

organisasi dapz beri ( ' a membuat sasaran,

strategi, inova e j : isasis Meningkatnya peran

pembentukan kebijakan dan prak ingkungan manajemen sehingga peran
utama spesialis sumber daya manusia adalah membantu organisasi dalam
memenuhi misi, visi, tujuan, dan strategi organisasi.”®

Pengertian Manajemen dan MSDM menurut Malayu S.P. Hasibuan bahwa

manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

% Tke Kusdyah Rachmawati, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CV. Andi Offset,
2008, hlm. 1-6
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manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.’’ Abdurrahmat Fathoni dalam Akhmad Subekhi

berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia terdiri empat suku kata

a terbukti tidak sulit

strategis fiun manajemen yaitu planning,
orgainizing, leading, and controlling, dalam setiap aktivitas/fungsi operasional
SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan,
penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja dan

pemberian kompensasi, hubunugan industrial, hingga pemutusan hubungan

3" Hasibuan S.P. Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 9
** Akhmad Subekhi, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2012, hlm. 22

%% Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm.
22
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industrial, yang diutujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dai SDM

organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif.*’

Sebagai faktor pertama dan utama proses pembangunan, SDM selalu

a.

Fungsi manajerial ad fungst manajemen yang berkaitan langsung
dengan  aspek-aspek ajeri yaitu  fungsi  perencanaan,

pengorganisasian dan pengendalian.

Fungsi operasional adalah fungsi yang berkaitan langsung dengan
aspek-aspek  operasional SDM  meliputi  perekrutan, seleksi,
penempatan, pengangkatan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi,
pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja.**

*° Sofyandi, Herman. 2008. Manajemen Sumber Daya manusia. Graha ilmu Yogyakarta. Him. 6

** Ibid

*> Tanjung, H dan I. Arep, Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Trisakti: Jakarta, 2003,

hlm. 53
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Sementara Hasibuan menjelaskan bahwa MSDM memiliki sebelas fungsi
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian,

pengadaaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,

kedisiplinan dan p

daya manus ' plar ) a . y arikan, seleksi,

latthan dan pengemba S e % lainnya dalam

memenuhi kebutuhan-kebutuhan te erja yang ditimbulkan oleh kondisi-
kondisi tersebut.** Sedangkan Andrew E. Sikula dalam M. Yani mengemukakan
bahwa perencanaan sumber daya manusi atau perencanaan tenaga kerja

didefenisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti

* Tanjung, H dan L. Arep, Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Trisakti: Jakarta, 2003,
hlm. 53

* Hani Handoko. 2010 Manajemen Personalia dan Manajemen Sumberdaya manusia. BPFE-
Yogyakarta; hlm 53
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mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaanya berinteraksi dengan
e 45
rencana organisasi.

Dari pengertian diatas dipahami bahwa perencanaan Sumberdaya manusi

¥
g

Cl
=
=]
[¢]
=
=
=
aQ

*s\i;\é}‘ .

ek

\‘3“

pekerjaan &
dari suatu
dibutuhkan
awal untuk

mengembang

menyajikan info

keperluan penyusu

2.1.5 Konsep Manajemen Kepegay

Dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara dalam Pasal 1 ayat (1,2, dan 3) disebutkan bahwa:

* M. Yani 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia. Mitra Wacana Media. Jakarta

% M. Yani, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 26

7 Batinggi dkk, Modul Manajemen Sumber Daya Manusia, Ujung Pandang: STIMIK Dipanegara,
1998, hlm, 21



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

42

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kep€gawaian dan diserahi tugas

[ as negara lainnya dan

3 P A “ﬁmvb’ .Q; rganegara

dalam Pera emen Pegawai
Negeri Sip al negeri sipil
untuk men ) ki nmilai dasar
etika profesi ; psi, kolusi dan

semaksimal mungkin dalam T jan  tujuan.® Sedangkan Manulang
mendefenisikan manajemen kepegaiwan adalah seni dan ilmu perencanaan,
pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan yang telah

ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan hati pada diri pegawai.*’

*® Nitisemito 1982. Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia) Ghalia Indonesia.
Jakarta. Him 10
9 Manulang, M. 2000. Dasar-dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
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Dari pengertian diatas dapat diketahi bahwa manajmen kepegawaian
adalah suatu ilmu dan seni meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

untk mendapatkan pegawai yang berkualitas, mampu memenuhi kebutuhan intansi

Apartur S o5 / 1 1, kon ﬁ" 31, dan kinerja
secara adil da politik, ras, warna

kulit, asal

Dala

disiplin;
pemberhentian;
. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
perlindungan.
2. Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah
pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BETARTITIEQ@R MO QS O

Dari undang-undang diatas dapat dipahami bahwa manajemen
kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan tingkatan, pada instansi Pusat

dilaksanakan oleh pemerntah Pusat, sedangkan pda tingkat daerah dilaksanakan
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oleh Pemerintah Daerah. dengan demikian dapat memudahkan dalam

merencanakan dan mengawasi pegawai sehingga kenirja pegawai betul-betul

sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi/lembaga.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1 dan 2) yaitu:
(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi
Pemerintah. (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,

>0 sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia,CV Pustaka Setia, Bandung, 2010134
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kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,

kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Selanjutnya dalam Pasal 69 disebutkan ayat 1 dan 3:

calon penerima jabatan. Uapaya yang harus dilakukan oleh pegawai adalah
melakukan analisi jabatan dan beban kerja, sehingga dari analisis jabatan dapat
ditemukan kesesuaian antara jabatan yang mereka duduki dengan kemampuan
yang dimiliki setiap pegawai sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya

dengan maksimal dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat.
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Menurut Harsono mendefenisikan analisis jabatan adalah suatu penelaahan
secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjan/jabatan, untuk

memperoleh manfaat dari penelaahan tersebut.”’ Sedangkan Wheaton dan

Whetzel dalam M 4 efenisikan_bak ekerjaan adalah studi

LIS S A b T y
2 Wﬁh’wﬁ%{,

\A %

tanggung |

S 00 5 M END

LE 5
-

=

5

—

o

=

=

<D

Q

()

Secar:

jabatan yaitu

specification).

bahwa deskripsi jabatan itu adalah penjelasan faktuall dan teroganisir mengenai
kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab tentang jabatan’®.uraian jabatan harus

ditetapkan secara tegas dan jelas untuk setiap jabatan, dengan demikian uraian

*! Harsono. 2010. Perencanaan Kepegawaian. Fokus Media, Bandung, him 14
2 M. Yani, 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Mitra Wacana Media, halm 26

>3 Komaruddin. 1996. Pengadaan Personalia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 11
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jabatan dapat dijadikan analisis, arah dan acuan, petunjuuk dan pedmoman bagi

setiap tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.

dengen penel

spesifikasi jabtan (job specification).

No | Nama
1. | Winda Fokus pada penempatan
Febriani kerja pegawai
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dengan Dinas Sosial)
2. | Irwan Analisis Kebutuhan Pegawai | Penlitian ini menganalisi

Pada Badan  Kepegawaian,
Pendidkan dan Pelatuhan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu

kebuthan pegawai

Awang  Setiawan
Wicaksono

Analisis  jabatan sebagai
pedoman  organisasi  dalam
melakukan evaluasi kinerja

Pedoman
jabatan

penyusunan

** Ibid him 13
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Penelitian peneliti fokus pada penempatan jabatan pada Dinas

Perhubunugan, apakah penempatan jabatan sudah sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki oleh pejabat.

Sesuai dengan Kompetensi
Jabatan




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

49

2.4 Konsep Operasional

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam bukunya Metode Penelitian

Survey berpendapat bahwa Konsep Operasional adalah unsur penelitian yang

kebudayaan dan politik.
2. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelnggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

>> Masri Singarimbun & Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES: Jakarta, 1989, hal. 35
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yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah disini

adalah pemerintah daerah Provinsi Riau.

. Dinas Perhubungan adalah dinas perhubungan provinsi Riau

giatan-kegiatan yang

S '9

yang sengaja
elompok atau

berupa upaya

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu
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8. Penempatan Jabatan

Penempatan jabatan fungsional pada instansi pemerintah daerah dalam hal

ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau

dan
kebijakan teknis
dilihat
perspektif
instrumenta secara
adalah alat
mencapai

ngkat pendidikan,
atau

nilai-nilai
kepublikan
(public  val
Nilai-nilai
kepublikan
sebagai
kebijakan
tersebut  dapat
memiliki  wujud
bermacam-
macam.

- y pengalaman
kepemimpinan; dan

pengalaman kerja
pemahaman terhadap
pekerjaan

Sumber: olahan peneliti
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BAB III
METODE PENELITIAN

dalam penelitia adal 1¢ alita kualitatif mencoba
memahami soi tingkah laku

manusia da diri’’. Metode

kualitatif se penelitiannya

Provinsi Riau. Alasan pemiliha erkait dengan femnomena-fenomena
yang peneliti paparkan di latar belakang. Lokasi penelitian ini ditetapkan sesuai

dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dan Badan Kepegawaian

daerah Provinsi Riau.

> Lexi Moleong, 202. Metode Penelitian Kualitatif.PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Him 3
> Usman, dan Purnomo.2014. Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara Jakarta. Him 41

52
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3.3. Sumber Informasi
Data dalam penelitian kualitatif perlu dipahami agar peneliti mudah mencari

apa yang dibuthkan dalam penelitian. Data kualtitatif adalah apa yang dikatakan

itu pene - npel dalam
peneliti
partisipan,
dipilih t
penelitian. adala : ] ] informasi oleh
pewawanca en a ra maha ataupun fakta dari
suatu oobjek peneliti ' ] en dala : adalah, Kepala
Dinas Perh Provi ekre j ang dan Kepala
Seksi serta 2 ilingkungan Dinas P s1 Riau. Sedangkan
Key Informen ata i adalah Kepegawaian Provinsi

Riau.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data penulis akan
menggunakan alat sebagai berikut:
1. Observasi,

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung

terhadap obyek penelitian. Observasi merupakan suatu kegiatan untuk

> Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif,Alfabeta. Bandung.
Him 25
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mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil

suatu peristiwa atau keadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, utuk

mebantukan mengeri perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu

Dokumentasi;

Dokumentasi pengumpulan berupa dokumentasi berkaitan penempatan
jabatan di lingkungan Dinas perhubungan Provinsi Riau. Adapun
dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto, catatan lapangan,

dokumen resmi berupa surat resmi, surat keputusan, peraturan dan lain

*® Wiratna Sujarweni, 2014. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.hal.
60 Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta.Bandung.

hal. 105
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sebagainya. Dokumentasi ini penting untuk mendukung data yang lebih

valid dan akurat terutama data yang ditemukan dilapangan

wawancara, erva % as ul an dianalisis untuk

menjawab p

Yang menjad h

TN
Peranan kunci dalam pene
sebagai instrumen-instrumen pengumpul data utama (sebagai lawan instrumen-
instrumen kertas dan pensil)®’. Peneliti merupakan instrumen utama dalam
penelitian ini, mengumpulkan sendiri informasi data penelitian dengan terlibat

langsung dilapangan guna menjawab permasalahan penelitian agar data yang

diperoleh valid dan akuntabel.

61 .
Ibid. Hal 34
%2 Ruslan Ahmadi.2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-ruuz Media. HI 21
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3.6.1.Jadwal Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap dan rincian

jadwal penelitian mulai dari pra penelitian sampai dengan sidang tesis. Untuk

Ket

Tesis

8 | Konsultasi
Tesis

9 | Ujian Tesis
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nomor 19 Ta . Kemu 1la ang-undang Nomor 61

tahun 1958. Sa a deng ) lonesia, untuk
berdirinya Ria makan wa ang cukup panjang,
yaitu hamp ] emb D s, are alam Undang-
undang pembe aerah swatantra ng a - " arat Jambi dan Riau,

Jo Lembara gare : I Riau meliputi

lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam
Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di
tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera
Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian,
Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan

kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

57
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Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI
menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk

semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka

dikerahkan untuk

Tengku Bay, @ skalis U L afei. Di sentuk filial Kantor
Gubernur yz

yaitu Bupati

dengan ibukota Pekanb ee S nsi  Riau di sebelah utara
berbatasan dengan Kepulauan Riauc at Melaka; di sebelah selatan dengan
Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina
Selatan (Provinsi Kepulauan Riau) dan di sebelah barat berbatasan dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Provinsi
Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi

Kepulauan Riau) yang terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut. Keberadaannya

membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina Selatan, terletak antara
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1°15" Lintang Selatan sampai 4°45" Lintang Utara atau antara 100°03°-109°19°

Bujur Timur Greenwich dan 6°50°-1°45" Bujur Barat Jakarta.

Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan

pemanfaatan sumber Jar ¢ ; ngan lingkungan sekitar.
* Suku bangsa: Suku Melayu, , Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku
Banjar, Suku Tionghoa, Suku Bugis, Suku Sunda.
* Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bahasa Minangkabau.

* Agama: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
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Tabel 1V.1 jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau

‘R‘Kabupaten ~ |Ibu Kota

O 00O DN Wi~

terdapat pula 116 pabrik pengolaha pa sawit (PKS) yang beroperasi dengan

produksi coconut palm o0il”(CPO) 3.386.800 ton per tahun.

B. Hutan & ikan

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mengcakup semua upaya
memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber

daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga
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kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya
pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu

fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak

Badan Kepegawaian Daer )) Provinsi Riau di bentuk dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Riau, yang tertuang dalam pasal 56 Peraturan Daerah ini
tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang isinya

yaitu :
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1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu
Pemerintah Provinsi Riau;

2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berada di ] berts ng i : a_ Gubernur melalui

kebijakan

melaksana

AN AT
=
&
5
5.
5

kepada Gub

S

Mengembangkan sis ajemen SDM Pegawai Negeri Sipil
yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik (good
governance);

o Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKP2D untuk mewujudkan
pelayanan prima.
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok
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membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah Dalam

menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Sekretariat,
Bidang

si Kepegawaian,
ng Pembinaan

unjang urusan
Administrasi
gan Pegawali,

, yang ka el a Daerah terkait

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah

sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan Program;

2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelola Barang Milik
Daerah;dan
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3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
1. Subbidang Pengadaan, dan Tata Usaha Kepegawaian;
2. Subbidang Siste

B 113550 “,

Informasi Manajemen Kepegawaian; dan

EE";

NN

2.
3.

e. Bidang

%

fan.
o
o
a

i,
g
o
g
g

3. Seksi Pengembanga

h. Jabatan Fungsional
4.3 Profil Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Dinas Perhubungan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu perangkat daerah yang

diserahi wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rangka menunjang
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penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas

pembantuan dibidang Perhubungan di Provinsi Riau.

4.3.2 Tugas Keala Dinas dan Perangkat

1. Kepala Dinas

Rincian tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau:

1.

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang

perhubungan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

a. p Sekretariat;
b. p sil pelaksanaan
t
c. an  pelaksanaan
secara berkala
d g nan sesuai tugas
3. Kepala
merencanakan an pada Subbagian

bawahan di lingkungan Subbag

menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari
masing-masing bidang;

melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Daerah,
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja,;

melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi
musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta rapat koordinasi teknis;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan .« penganggaran pada Subbagian
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan'di lingkungan|Subbagian Ke¢uangan,Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daecraly;

melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan dan aset;
d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan
keuangan dan aset;

f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah,;

g. Melakukan urusan penguruasan barang milik daerah yang berada pada
penguasaan Dinas Perhubungan;

h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau
pemutakhiran data hasil‘pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

i. Proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi);

j.  melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;

k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
. melaksakan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;

m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Subbagian. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya

5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian
Kepegawaian dan Umum;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
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melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan
evaluasi jabatan;

melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai,

membuat laporan perkembangan kepegawaian;

menyelenggarakan urusan kehumasan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta
melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
melaksanakan pengadaanc |Sarana’ | dam, prasarana kantor setelah
berkoordinasi dengan:Badan Pengelola Keuanganidan Aset Daerah
mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk
kepentingan masyarakat;

melaksanakan pemecliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,
keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas

0.

dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya:

6. Kepala Bidang Perhubungan Darat

(1) Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan

koordinasi, fasilitasi. dan evaluasiy ‘pada Seksi Prasarana dan
Keselamatan, Seksi Tecknik ' Sarana dan Angkutan, dan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Perhubungan Darat;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perhubungan Darat

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Perhubungan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya

7. Kepala Seksi Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada  Seksi

Prasarana dan Keselamatan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
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tugas bawahan di lingkungan Seksi Prasarana dan Keselamatan;

c. melaksanakan bantuan dan bimbingan teknis prasarana dan
keselamatan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan kepada
pengguna dan penyedia jasa serta masyarakat pengguna jasa
transportasi;

d. melaksanakan pembinaan dan monitoring fasilitasi keselamatan Lalu
Lintas dan.Angkutan Jalan, Lalu Lintas Angkutan.Sungai, Danau dan
Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

e. membuat usulan penetapan lokasi, pengesahan rancang bangunan dan
persetujuann pengoperasian terminal penumpang tipe “B”’;

f. membuat wusulan penentuan: : lokasi 5 Daerah Rawan = Kecelakaan,
pemeliharaan ruting‘alat pengendalian dan pengamanan fasilitas lalu lintas
dan | ‘angkutan jalan, sungai, danau dan . penyeberangan lintas
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi;

h. melaksanakan kajian teknis dan memberikan pertimbangan teknis,
pemberian rekomendasi lokasi dermaga penyeberangan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi;

i. menyelengarakan audit dan inspeksi kesclamatan lalu lintas dan
angkutan. jalan, sungai;. danaw dan  penyeberangan lintas
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

j- meneliti, mengolah dan menganalisis penanganan manajemen dan
rekayasa lalu lintas /serta Daerah Rawan, Kecelakaan lalu lintas dan
angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan lintas
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

k. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Wahana Tata Nugraha tingkat
Nasional di Provinsi Riau serta pemilihan pelajar pelopor tingkat Provinsi
Riau untuk disertakan tingkat Nasional;

1.  menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan sungai dan danau;

m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Keselamatan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

8. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Angkutan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Teknik
Sarana dan Angkutan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Teknik Sarana dan Angkutan;
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menyiapkan bahan pelaksanaan dan penyusunan kajian rencana
penetapan dan evaluasi jaringan trayek dan lintas pada jalan Provinsi;
melakukan analisa kebutuhan angkutan umum untuk jasa angkutan
orang dan/atau barang antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

menyiapkan bahan penetapan layanan angkutan perkotaan yang
melampaui batas Kabupaten/Kota di Provinsi Riauy

membuat usulan penetapan_rencana umum jaringan. trayek antar Kota
dalam Provinsiyang melampaui batas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
menyiapkan dan memproses pertimbangan teknis perizinan Angkutan
Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Kota antar Provinsi dan
antar Kota Dalam Provinsi lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
membuat usulan penetapan rencana umum' jaringan trayek pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

membuat usulan penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam
trayek dalam kawasan perkotaan yang wilayah melampaui daerah |1
(satu) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui lebih dari
1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan kelas ekonomi untuk angkutan

orang dalam daerah Provinsi Riau serta angkutan Perkotaan dan Perdesaan
yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
membuat usulan penetapan tarif angkutan jalan, sungai, danau dan
penyeberangan antar Kota /dalam) Provifisi lintas .Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau;

menyiapkan _bahan penerbitan surat keterangaan jenis dan sifat
kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan orang dan barang serta
registrasi Surat Tanda Terdaftar Bengkel Karoseri;

memberikan penilaian fisik kendaraan dinas pemerintah yang diusulkan
untuk penghapusan dari Inventarisasi Negara;

menyiapkan pelaksanaan kegiatan Awak Kendaraan Umum Teladan
(ABDIYASA) tingkat Provinsi dan mengirimkan Awak Kendaraan Umum
Teladan tingkat Provinsi untuk mengikuti seleksi di Tingkat Nasional;
memberikan pertimbangan teknis penerbitan 1zin trayek
penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang
melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang
bersangkutan;

membuat usulan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan kapal
antar  daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada
jaringan jalan Provinsi;

membuat usulan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasianuntuk  kapal yang melayani penyeberangan lintas
pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
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t. membuat usulan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang
kelasekonomi dan  kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

u. menyiapkan pertimbangan teknis pembangunan pelabuhan sungai, danau

dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah
Kabupaten/KotadiProvinsi Riau;

v. melakukan .pemantauan;.evaluasi dan. membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Teknik Sarana dan Angkutan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

9. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Operasional. mempunyai
tugas:

merencanakan  program/kegiatan dan  penganggaran. pada  Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Operasional,

melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan penumpang
umum dan kendaraan angkutan barang di jalan, penyidikan pelanggaran

terhadap ketentuan perundang-undangan bidang [Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan,
penyelengaraan k&tentuan pengujian berkala,

pengendalian penyimpangan operastonal lalu lintas dan angkutan jalan di
jalan Provinsi,

menerbitkan * surat  bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan
penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan terkait
persayaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala,
pengendalian. penyimpangan  operasional lalu lintas dan
angkutan jalan;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan,
pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalaian
penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan lintas
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas di
daerah rawan kecelakaan lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis bengkel karoseri
kenderaan bermotor;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan jalan khusus di Provinsi
Riau;
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i. pelaksanaan dan pengawasan operasional lalu lintas kegiatan hari-hari
besar Agama/Nasional lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

kegiatan operasional;

k. melakukan

(1) Kepala B Re n Lat I an koordinasi,
i tugas 1 Se an, Seksi Lalu

memeriksa hasil

pelaksanaan tugas ked ain  yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Kepelabuhanan;
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan;
c. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi rencana induk dan
daerah LingkunganKerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
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pelabuhan utama, pengumpul;

d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk dan daerah
Lingkungan Kerjadan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan pengumpan regional;

e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis lokasi
pembangunan  pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan;

f. _.menyiapkan bahan pertimbangan teknis badan usaha pelabuhan

di pelabuhan pengumpan regional;

g. menyiapkan  bahan  pertimbangan  teknis pengembangan
pelabuhan untuk-pelabuhan penguampan regional;

. menyiapkanbahan pertimbangan tckni§ ;pengoperasian pelabuhan
pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk
pelabuhan pengumpan regional;

menyiapkan bahan pertimbangan teknis pekerjaan pengerukan
di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

j, menyiapkan bahan pertimbangan teknis reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional;

menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelabuhan yang terbuka

bagi perdagangan luar negeri;

l. ‘menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengelolaan Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Dacrah Lingkungan Kerja
dan  Dacrah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan
regional;

m. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan;

n. melakukan pemantauan, evaluasi dan  membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kepelabuhanan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

=

—

~

12. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan [.aut mempunyai tugas:

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Lalu
Lintas Angkutan Laut;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

menyiapkan bahan pertimbangan teknis usaha angkutan laut bagi
badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

menyiapkan bahan pertimbangan teknis usaha angkutan laut pelayaran
rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam
daerah Provinsi Riau, pelabuhan antar daerah Provinsi, dan pelabuhan
Internasional;
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menyiapkan bahan pertimbangan teknis usaha jasa bongkar muat, jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan
peralatan angkutan laut atau peralatan dengan angkutan laut, tally
mandiri, dan depo peti kemas, pengelolaan kapal, perantara jual beli
dan/atau sewa kapal, keagenan awak kapal, keagenan kapal, perawatan dan
perbaikan kapal;

menyiapkan bahan wusulan Trayek -Angkutan Laut Perintis yang akan
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan menerima
pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (Liner) dan
pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (Tramper) bagi
perusahaan pelayaran ,rakyat 'yang beroperasi pada lintas pelabuhan atar
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, pélabuhan antar Provinsi dan
Internasional (Lintas batas);

melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
perusahaan penunjang angkutan laut;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

13. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi

b.

Keselamatan Pelayarans

membagi tugas, membimbing;, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Keselamatan Pelayaran;

menyiapkan bahan koordinasi, pertimbangan teknis, pembinaan dan
pengawasan berkaitan dengan keselamatan pelayaran, perkapalan dan
kepelautan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran;
melaksanakan koordinasi, pemantauan, pemasangan dan pemeliharaan
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan non Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran di wilayah Provinsi;

melaksanakan penilikan kegiatan pemanduan pada perairan wajib

pandu dan perairan pandu luar biasa serta penyelenggaraan
pemanduan;

menyiapkan bahan  pertimbangan teknis berkaitan keselamatan
pelayaranterhadap pengajuan perizinan/rekomendasi kegiatan

kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut;

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas

1.

dan kegiatan pada Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
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14. Kepala Bidang Bina Sistem Transportasi

(1) Kepala Bidang Bina Sistem Transportasi mempunyai tugas melakukan
koordinasi,  fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penataan Sistem
Transportasi, Seksi Pengkajian Sistem Transpostasi, dan Seksi Regulasi
Sistem Transportasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a.

c.

=

1.

a. penyusunan program kerja ‘dan rencana operasional pada Bidang

b.

C.

d.

Bina Sistem “Fransportasi;

penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Sistem Transportasi;
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Perhubungan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi mempunyai tugas:

merencanakan program/kegiatan | rdan “penganggaran .. pada Seksi
Penataan Sistem Transportasi;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Sistem Transportasi;
melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis. dan pengawasan serta
evaluasi terhadap kegiatan pada seksi Penataan Sistem Transportasi;
penyusunan rencana.umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan,
jalan rel dan perairan daratan “serfa implementasi rencana umum
transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi 1 (satu)
wilayah administrasi Kabupaten/Kota;

melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Transportasi Perkotaan dan
Logistik;

melaksanakan penyusunan bahan sasaran dan arah kebijakan umum
pengembangan sistem transportasi;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan
keterpaduan transportasi antar dan intermoda;

. melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan transportasi di

Kabupaten/Kota, Provinsi Riau maupun Nasional;
melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Penataan Sistem Transportasi; dan
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a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada  Seksi
Pengkajian Sistem Transportasi;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengkajian Sistem Transportasi;

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis. dan pengawasan serta
evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pengkajian Sistem Transportasi;

d. melaksanakan pengkajian dan penerapan sistem penyiapan penyusunan
kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana - pendukung
transportasi darat, laut dan udara;

e. melakukan pengkajian sistem ‘transportasi. dalam rangka pengembangan
kapasitas sarana.dan prasarana pendukung /‘tfansportasi darat, laut dan
udara;

f.  menyiapkan bahan kajian pengendalian operasional dan keselamatan
transportasi;

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pengkajian Sistem Transportasi; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

16. Kepala Seksi Regulasi Sistem Transportasi mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Regulasi
Sistem Transportasi;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Regulasi Sistem Transportasi;

c. melaksanakan  koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan serta
evaluasi terhadap kegiatan pada Pemeliharaan Seksi Regulasi Sistem
Transportasi;

d. menyiapkan bahan “pengumpulan...data, informasi, permasalahan,
peraturanperundang-undangan. dan~ kebijaksanaan  teknis  yang
berkaitan dengan regulasi perhubungan;

e. menyiapkan bahan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
regulasi perhubungan;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan kerjasama
penyelenggaraan perhubungan;

g. melaksanakan penyusunan standar dan pedoman yang berkaitan
dengan regulasi perhubungan;

h. melaksanakan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan manajemen
transportasi;

1. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
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tugas dan kegiatan pada Seksi Regulasi Sistem Transportasi; dan
j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

epada Kepala

18. Kepala
a. Seksi
b enilai hasil pelaksanaan
c. mengelola, menghimpun, 7 an menginpit data program dan

kegiatan ~ dari masing-mas bidang baik secara manual maupun

elektronik agar seluruh data program dan kegiatan terhimpun dengan baik;

d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan data
elektronik;

e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pentunjuk teknis dan
pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan data elektronik;

f. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan database secara
elektronik;

g. melaksanakan  penyusunan  bahan  pengkajian = pengembangan,
pengelolaan dan pembangunan sistem informasi;

h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan

pelatihan/pembinaan teknis aparatur/masyarakat di bidang informatika;
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melaksanakan  penyusunan bahan  pengkajian  penilaian  indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayana informasi publik;

melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang pengelolaan data
elektronik;

menyusun dan menyajikan database sektor transportasi cetak maupun
elektronik secara periodik serta materi presemtasi sektor transportasi di
Provinsi Riau;

menyusun Geospatial Information System berdasarkan metode Spacial
Dynamic dan melakukan updating data secara berkala;

menyusun, mengelola serta menyebarluaskan informasi profil sistem
transportasi Provinsi Riau;

melaksanakan penghimpunan data dan peta/tematik jumlah sarana dan
prasarana layanan transportasi serta produksi transportasi;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pendataan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

19. Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:

merencanakan  program/kegiatan .dan = penganggaran pada  Seksi
Pelaporan;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaporan;

menyiapkan bahan laporan* bulanan,’ triwulan dan tahunan Dinas
Perhubungan;

memfasilitasi  pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaporan
pelaksanaan perhubungan;

mengumpulkan, - mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan pengelolaan data dan informasi serta untuk bahan laporan unit
kerja;

melaksanakan penyusunan profil perhubungan;

menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kerja, penetapan kinerja
tahunan dan penetapan Indikotor Kinerja Utama,;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Seksi Pelaporan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

20. Kepala Seksi Evaluasi mempunyai tugas:

merencanakan  program/kegiatan dan  penganggaran pada  Seksi
Evaluasi;
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b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Evaluasi;

c. melakukan penyusunan bahan evaluasi kinerja operasional masing- masing
sub sektor transportasi yang meliputi capaian pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal dan sinkronisasi antar produk perencanaan dan
kebijakan Provinsi Riau dan Nasional;

d. melakukan_penyusunan evaluasi kebutuhan pembangunan, pemeliharaan
dan pengembangan prasarana, sarana dan layanan transportasi;

e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dari bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Perhubungan;

f. menyusun, mengelah,” mengevaluasi, menganalisis, mengkaji data,
informasi di bidang perhubungan;

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan _ sinkronisasi penyusunan
program kegiatan tahunan pembangunan bidang perhubungan;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi -~ dan analisis
kebutuhan sarana, prasarana, Kkinerja pelayanan jasa di bidang
perhubungan;

i. melakukan = penyiapan bahan perumusan dan_ pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemaduan
moda;

J.  melakukan® pemantauany.evaluasi dan..membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

21. Kepala UPT Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai,
Danau dan Penyeberangan

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Prasarana
Perhubungan Lalu . Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

b. pelaksanaan menejemen operasional lalu lintas meliputi perencanaan,
pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan lalu lintas jalan,
sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;

c. pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan rekayasa angkutan;

d. pelaksanaan tugas pelayanan operasional terminal penumpang pelabuhan
sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;

e. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Prasarana Perhubungan Lalu Lintas
Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;

f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
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g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.

a. mere ubbagian Tata
b naan tugas
c.
d.

Analisa Beban
ompetensi, dan

a. merencanakan program/ : dan penganggaran pada Seksi
Operasional,

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Seksi Operasional;

c. melaksanakan tugas pelayanan dan operasional terminal penumpang,
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;

d. melaksanakan pengawasan penerapan standar operasional pelayanan;

melaksanakan penetapan standar operasional pelayanan;

f. melaksanakan manajemen operasional lalu lintas meliputi perencanaan,
pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas angkutan
jalan, sungai, danau dan penyeberangan diwilayah kerjanya;

®
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. melaksanakan rekayasa angkutan meliputi rangkaian kegiatan untuk

mewujudkan operasional angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan
laik jalan di wilayah kerjanyal

. melaksanakan pengumpulan dan mengolah data lalu lintas dan angkutan

si Sarana dan
aksanaan tugas
air, danau dan

y an pemeliharaan
/eberangan di wilayah

terminal penumpang,

. melaksanakan peme an - da aikan rutin fasilitas terminal

penumpang, pelabuhan sunge
kerjanya;

anau dan penyeberangan di wilayah

. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas

dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Dari k profil dinas diatas dapat diketahui bahwa ada 24 jabatan mulai dari

Kepala Dinas, sekretaris dinas, kepala bidang kepala subbagian dan kepala seksi.
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Diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perhubungan di Provinsi Riau.

Oleh sebab itu jabatan harus dijabat oleh orang-orang atau calon pejabat yang

memiliki keahlian dibidang perhubungan.

"
-
N
kecakapan, iﬂ

ama meskipun

tersebar di berb ; : erin al jabatan karier,

% ckretaris Jenderal, Direktur

daerah, kepala dinas/badan/kantor,

P
contoh jabatan struktural
di PNS Daerah adala “
kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah,
dan sekretaris lurah.
2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam
struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan

dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor

(Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat,
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bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata

laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Kompetensi meli i an spesialisasi nya pendidikan

orang yang dit atkan S dengan buidang
ilmu atau pene demikia arg *mahami pekerjaan
atau tugas y: C ikut : engan Raja Sasfri

Kurniawan,

jumlah sumber daya yang rlu diketahui tidak banyak sarjana
perhubungan di Riau. Tentu kita memanfaatkan sumber daya manusi yang
ada dengan pertimbangan pengetahuan yang dimiliki. Namun tidak
semuanya haruslah sarjana perhubungan karena tidak semua pekerjaannya
tentang perhubungan, ada juga yang mengurus kepegawaian, keuangan
dan administrasi."

Berikut peneliti dengan Kabid Pengembangan Kepegawaian Provinsi Riau

T. Faisal yang menjelaskan bahwa:

! Wawancara tanggal 09 september 2018 pukul 09.00 WIB
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Proses rekrutmen dan penempatan pejabat pada jabatan dilingkungan
pemerintah Provinsi Riau sudah sesuai atguran yang berlaku. Namun
diakui bahwa kita masih kekurangan sumberdaya manusia di Provinsi Riau
khususnya dibidang perhubungan. Sementara struktur organisasi tata kerja
jabtan yang ada di Dinas Perhubungan dlsesualkan dengan uraian tugas
berkaitan den erhubuungan Namun sec pejabat yang memiliki
pentara jabatan yang

‘lawm‘“ e
2

Dinas Per sesuai dengan

ANAL

kompetensi ipun di Dinas

Perhubunga , kepegawaian.

oleh pejabat

A
Nanaky

disimpulkan bahwa penempatan jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau

tidak sesuai dengan tingkat dan spesialisasi pendidikan.

b. Pelatihan teknis fungsional

> Wawancara Tanggal 27 september pukul 11.00 WIB
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Pelatihan teknis fungsional diperlukan dalam rangka meningkatkan

kemampuan teknis pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan. Dengan demikian

diharapkan pejabat y ditempatkan memahami_memiliki kemampuan teknis

meningkatkan
dengan jabatan
bat tidak banya

Ada banyak kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilakukan
oleh dinas maupun kementrian perhubungan serta instansi terkait dalam
rangka meningkatkan kemampuan teknis pejabat dibidang perhubungan.
Bimtek sifatnya umum dengan bekerja sama pihak ketiga, tentang laut,
perairan dan diklat kelauatan.*

* Wawancara 24 september 2018 pukul 8.30 WIB
* Wawancara tanggal 09 september 2018 pukul 09.00 WIB
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Hal yang sama diakui oleh kepala dinas Perhubungan yang mengatakan

bahwa;

Untuk meningkatan pemahaman pejabat tentang persoalan teknis berkaitan

teknis. hasil

ovservasi e an 1 2 i

berkaitan nge erhubungar ) 5
F 4
I

bimbingan S cukan inas ‘1

e

menempatkan seseorang un g jabatan baru. Untuk mengetahui
apakah pejabat Dinas perhubungan Provinsi Riau sebelum ditempatkan memiliki
pengalaman kerja dibidang perhubungan, berikut kutipan wawancara penulis

dengan Kabid Pengembangan Pegawai T. Faisal.

Pertiimbangan menempat seseorang dalam memegang jabataban tidak
hanya pertimbangan teknis, tapi ada juga non teknis. Kita menjalankan
keputusan atasan. Penempatan jabatan seorang pejabat tergantung
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pimpinan. Mau punya pengalaman kerja atau tidak ya tergantung
pimpinan. Memang tidak ada yang memiliki pengalaman teknis.’

Berikut juga saya kemukakan wawancara dengan Yulmendri Kabid

perhubungan
nerintah pusat

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dinas Perhubungan Provinsi Ria iliki pengalaman teknis berkaitan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

dengan perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informen
maupun key informen dalam penelitian ini dari indikator kompetensi teknis

dengan tiga sub indikator peniliaian yaitu, spesialisasi pendidikan tidak memiliki

> Wawancara Tanggal 27 september pukul 11.00 WIB
® Wawancara 24 september 2018 pukul 8.30 WIB
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spesialisai pendidikan dibidang perhubungan, dari pelatihan teknis diketahui
bahwa pelatihan teknis didapat setelah menjabat di Dinas Perhubungan dan itu

tergantung dengan Program Dinas dan sub indikator ketiga berkaitan dengan

ahw el "'" . man teknis berkaitan
AN Q‘

"-ﬂ gan Provinsi

el

dalam rangka

pejabat  harus

menempati jabatan tertentu, ada sta pendidikan diharapkan mampu bekerja
menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah tingkat
pendidikan pejabat dilingkungan dinas perhubungan Provinsi Riau, berikut
kutipan wawncara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan

di Dinas Perhubungan Provinsi Riau, pegawai, honorore maupun pejabat

struktural sudah sarjana bahkan banyak yang magister, untuk tingkat
pendidikan semuanya sudah memenuhi kualifikasi.’

’ Wawancara tanggal 02 oktber 2018 pukul 14 WIB
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Dikesempatan yang sama juga ditegaskan oleh Sekretaris Dinas Yang

mengatakan bahwa:

menyangkut anggaran hanya dalam bentuk rapat koordinasi dan
pembekalan dari pimpinan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Andre Kurniawan Kasi. Operasional
Penyebrangan Dishub yang menyampaikan bahwa:

pelatihan khusus tentang yang dilakukan untuk jabatan struktural tidak
pernah dilakukan, karena setiap masing struktural itu sudah ada tugas

® Wawancara tanggal 02 oktber 2018 pukul 14 WIB
° Wawancara 1 oktober 2018 Pukul 10.00WIB
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pokkok dan fungsi masing-masing. Pelatihan yang selama ini dilakukan
sifatnya umum dan melibatkan semua bidang. Jikapun ada khusus untuk
bidang tertentu semua tingkatan jabatan dalam dibidang itu bahkan sampai
pada staf biasa dilibatkan.'

Dari wawancarandiatas dapat diketahui bahwa tidak pernah dilakukan

pelatihan 0 ( . etelah 2 t menen batan di struktural
Dinas Per 2 ktural tetapi

melibatkan abtan atf. Denga dapat disimpulkan

dengan informen T. Faisal Kepe Jang Pengembangan pegawai Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Pergantian pejabat dilingkungan Provinsi Riau pada dasarnya ada dua
bentuk, satu promosi jabatan dan kedua rotasi jabatan. Namun mereka
yang ditempatkan dalam suatu jabtan yang sifatnya rotasi itu sudah
mempunyai pengalaman kepemimpinan, untuk yang promosi jabtan tentu
mereka yang juga punya kecakapan dalam memimpin.'!

% \Wawancara 29 September 2018 Pukul 13.30. WIB
" Wawancara Tanggal 27 september pukul 11.00 WIB
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Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa penempatan jabatan di
dilingkungan Provinsi Riau ada yang bersifat Promosi dan rotasi jabatan.

Berdasarkan keteranganindiatas pejabat yang dipromesi maupun ratasi jabatan

n memimpin,
ekurangan pada
alaman ini modal
iﬂ adi tugas yang

ditempatkan d as Pe oan sudah mem % m memimipin. Hal

ini penting aga j ; ) k sesuai dengan

calon pejabat sudah memiliki pengalaman dibidang kepemimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informen penilitian
maupun data yang peneliti peroleh dari hasil observasi lapangan dapat
disimpulkan bahwa analisis pelaksanan penempatan jabatan pada Dinas
Perhubungan Provinsi Riau dengan indikator Kompetensi Manajerial dilihat dari

subindikator tingkat pendidikan sudah sesuai, dilihat dari pelatihan strultural



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

92

fungsional tidak ada pelatihan khusus berkaitan dengan pelatiihan struktural, dan

dilihat dari sub indikator pengalaman kepemiminan hanya memiliki pengalaman

kepemimpinan dari instansi sebelum ditempatkan di Dinas Perhubuungan, dalam

L) )

pekerjaan

Provinisi Ria

\h%\ﬁi‘!

s\

=
m“’-

ﬂ

Indesnawati

an kerja minimal
as Perhubungan).
saat mereka bekerja

disini. Awal karena bidang ilmu
berbeda, pengs t% g hubungan belum pernah
didapat. Namun ‘ berkorrdinasi semua bisa

dijalankan dengan baik.
Berikut juga penulis paparkan keterangan hasil wawancara dengan kepala
dinas perhubungan yang menyatakan bahwa:

Pengalaman kerja mesti dimiliki seseorang sehingga ketika mendapatkan
atau mengerjakan suatu pekerjaan tidak merasa berat atau lebih
profesional. Staff saya rata semua sudah memiliki pengalaman kerja
bahkan dari berbagai pekerjaan yang berbeda, meskipun tidak berkaitan
dengan pengalaman kerja dibidang perhubungan.

? Waawancara pada tanggal 29 September pukul 09.00 WIB
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Dari wawncara diatas dapat diketahui bahwa pertimbangan formulasi

penempatan jabatan pada Dinas Perhubungan tidak berdasarkan pengalaman kerja

dibidang perhubungan. Namun demikian semua pejabat memiliki pengalaman

b. Pemahaman terhadap pekerjaan

Pemahaman terhada pekerjaan penting, karena suatu pekerjaan dituntut
profesionalisme. Nabi Muhammad SAW pernah Bersada “ Apabila Suatu
Pekerjaan Diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah
kehancurannya” pekerjaan di Dinas Perhubungan sangat teknis apalagi juga

menyangkut pelayan dan keselamatan masyarakat. untuk mengetahui apakah
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pejabat di Dinas Perhubungan memahami pekerjaan Berikut wawancara penulis
denga informen T. Faisal Kabid Pengembangan Kepegawaian daerah Prov. Riau

yang menjelaskan bahwa:

didapatkan juga penulis

uatarakan pe aing menuturkan

bahwa:

mengakui bahwa:

Awal menjabat dilingkungan dinas Perhubungan saya merasa berat,
bahkan ada juga yang lain mintan pindah, saya latar belakang pendidikan
ekonomi menjadi kepala seksi bina transportasi. Ini pekerjaan teknis,
bagaimana transportasi di Riau baik darat, laut dan undara lancar. Saya
akui banyak pekerjaan yang tidak saya pahami. Namun untuk mengatasi
itu semua kita rakjin konsul;tasi dengan pimpinan, menerima masukan dari
semua pihak dan melkukan pekerjaan seseuai dengan standar dan pedoman

B Wawancara Tanggal 27 september pukul 11.00 WIB
" Wawancara tanggal 02 oktber 2018 pukul 14 WIB
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dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang pada akhitrnya pekerjaan dan
jabatan yang saya pegang bisa dijalankan dengan baik.'®

Dari wawancara diatas dapat dapat diketahui bahwa pejabat dilingkungan

4.4 Hasil Ana Jb Pen patan Jabatan Di Dinas

Hasil analisis tentang formulasi kebijakan penempatan pegawai di dinas
Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang
penulis temukan di lapangan menunjukkan bahwa penempatan jabatan jabatan
sangat ditentukan oleh Pimpinan. Bahkan undangan pelantikan jabatan banyak

diterima oleh calon penerima jabatan sehari bahkan beberapa jam saja sebelum

> Wawancara 1 oktober 2018 Pukul 10.00WIB
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pelantikan. Ini menunjukkan bahwa pertimbangannya lebih pada kepentingan.
Secara substansi tentu kepentingan menjalankan pemerintahan. Namun tidak

tertutup kemunugkinan juga ada kepentingan politik dalam penempatan jabatan.

Oleh sebab itu I ! ekni esialisasi pendidikan,

S 'g,.
z

di prioritas

yang memiliki spesialisa n dibidang perhubungan, sehingga
banyak pekerjaan yang tidak dipahami terutama sistem perhubungan baik
darat, laut dan udara. Oleh sebab itu menurut analisis analisis pelaksanaan
tentang penempatan jabatan dulingkungan Dinas Perhubungan Provinsi
Riau tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

3. Pemahaman pekerjaan didapatakan setelah pejabat ditempatkan pada

Dinas perhubungan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penempatan
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Pejabat pada dinas Perhubungan Provinsi Riau belum mengacu pada
Kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi Kultural.

Hal ini karena keterbatasan sunmberdaya dan latar belakang pendidikan

4.5 Hambata : _ abatan Di Dinas

jabatan di I yungan | msi Riau be penelitian penulis
yang diper

paparkan d

N ELE
“3‘
Sy
g
r

o)
(¢}
(V)]
(S}

pengala
Dinas Perhubu . Sels mbangan analisa jabata dan
golongan atau pangkat. ni diakui sewaktu wawancara dengan
Kabid pengembangan pegawai Badan Kepegaiwan Daerah Provinsi
Riau bapak T. Faisal. Begitu juga hasil keterangan wawancara dengan
kepala Dinas Perhubungan. Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa
di Provinsi Riau khusnya dipemerintahan Provinsi sangat sedikit

pejabat yang memiliki keompetensi teknis berkaitan dengan

perhubungan.
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2. Tingkat pemahaman tentang perhubungan bagi calon Pejabat yang
akan ditempatkan di Dinas Perhubungan masih kurang, karena

pengalaman kerja sebelumnya tidak berhubungan dengan persoalan

an bahwa salah satu

7 A
Al
?

y

%
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KESIMPULAN DAN SARAN

sebelum menjabat di jabatan D ubungan. Dan indikator koompetensi
sosial kultural yang terdiri dari indikator pengalaman kerja dan pemahaman

terhadap pekerjaan tidak memiliki pengalaman pekerjaan dibidang perhubungan.

Maka setelah data diperoleh dan dianalisis dapat disimpulkan formulasi

kebijakan penempatan jabatan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak sesuai

99
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dengan kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam Formulasi kebijakan penempatan jabatan

pejabat.
3. Minat pejabat untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan dibidang
perhubungan sangat kurang. sehingga dalam menempatkan jabatan
dibidang perhubungan dasar pertimbangan nya tidak lagi pada tingkat

pendidikan dibidang perhubungan.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

101

B. Saran
Adapun saran peneliti dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian

adalah sebagai berikut;
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